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EKSISTENSI MEDIA
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Dr. Eko Harry Susanto, M.Si.!

PENDAHULUAN

Berita seputar korupsi, dari yang berskala kecil—semacam pungutan liar di ma-
syarakat—sampai yang melibatkan jaringan elite di tingkat nasional, hampir setiap
saat mewarnai pemberitaan media. Karena itu, muncul asumsi bahwa, korupsi benar-
benar sudah mewabah dan sulit untuk ditanggulangi. Bahkan tingkat penyimpangan
maupun penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi merugikan rakyat, dinilai
lebih “parah” dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelum reformasi politik di
Indonesia. Sebuah anggapan faktual yang mencerminkan hiruk pikuk pemberitaan
korupsi yang sering kali mendominasi wilayah-wilayah publik.

Namun secara substansial, jika ditelisik secara historis dikaitkan dengan pe-
ran pers, maka sinisme terhadap munculnya gelombang korupsi di semua lapisan
masyarakat sangat terkait pula dengan perjalanan media massa. Dari yang dikon-
trol ketat oleh kekuasaan menjadi media independen bebas dari tekanan pihak mana
pun. Implikasinya sudah barang tentu tidak semua kasus yang merugikan keuangan
negara, terlebih lagi yang melibatkan elite dalam lingkaran kekuasaan politik tidak
akan terekspos ke masyarakat. Ada upaya sistematis yang melibatkan seluruh ke-
kuatan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian informasi dan
“keamanan” untuk meredam berita korupsi.

Dengan jargon pembangunan, maka nyali untuk menyuarakan korupsi yang
menyangkut elite dalam lingkaran kekuatan politik berkuasa sulit untuk diwujudkan
secara transparan. Kanal-kanal strategis pengendali informasi bekerja dengan ideo-
logi stabilitas yang membungkam media agar sejalan dengan kehendak pemangku
kepentingan politik yang mengerucut dalam piramida kekuasaan politik, pemerin-
tah dan ekonomi menyatu pada satu titik. Dalam kondisi semacam ini, yang muncul
mendominasi pemberitaan media adalah keberhasilan pelaksanaan pembangunan
pemerintah. Media menjadi instrumen politik pemegang kekuasaan, sehingga se-
ring kali memiliki pola pemberitaan yang sama datar dan tidak mampu menjalankan
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fungsi sebagai entitas yang memberikan pembelajaran dalam kehidupan bernegara
vang demokratis.

Kalaupun muncul aneka klaim demokrasi dalam pemberitaan yang muncul dari
berbagai lembaga, subordinat kekuatan penguasa tentu saja bersifat integralistik se-
suai dengan kepentingan kelompok. Lebih celaka lagi, dalam klaim demokrasi integ-
ralistik sering kali secara mencolok didukung oleh para akademisi, cerdik pandai,
budayawan, dan para publik figur yang memiliki karakter paternalistis. Walaupun
bisa saja hanya sebatas memberikan dukungan semu. Namun bagaimanapun juga,
kalau sikap itu diekspos di media maka masyarakat menjadi percaya. Akibat lebih
jauh, betapa seragamnya suara media massa. hampir semua media massa konven-
sional atau media mainstream memiliki berita yang tidak jauh berbeda. Belantika in-
formasi media, cenderung diisi oleh upaya mengeksplorasi kegiatan para pemegang
otoritas politik dan ekonomi yang ada di lingkaran kekuasaan.

Pada konteks ini, memang tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan media menja-
lankan fungsi ideal dalam pemberitaan, sebab regulasi terhadap pengendalian in-
formasi memang sedemikian kuat. Namun celakanya, para pemilik media juga se-
ring kali menempatkan pada posisi sebagai subordinat kekuasaan negara. Karena
fu, profesionalisme para pekerja media menjadi melemah. Bahkan pada akhirnya,
profesionalisme hanya dikaitkan dengan kepiawaian memaparkan berita “ringan”
yang bisa saja tidak sesuai dengan prinsip konstruksi realitas. Dengan kondisi pers
semacam ini, dipastikan pemberitaan korupsi melalui seleksi ketat dan tidak sem-
barang kasus penyelewengan keuangan negara bisa diberitakan. Atau memang kasus
korupsi teramat langka di Indonesia, sebab sebelum muncul ke permukaan—ketika
masih ada di lingkungan internal lembaga pemerintah—masalah yang mengandung
perbuatan korupsi sudah ditutup lebih dahulu, atau diselesaikan secara internal.

Jadi, menjadi pertanyaan di sini, apakah korupsi masa Reformasi jauh lebih pa-
rzh dibandingkan masa pemerintahan Orde Baru sebelumnya. Tentu saja tanpa ber-
maksud menilai dari aspek kuantitas, kualitas, maupun durasi kesempatan korupsi
selama puluhan tahun, maka sesungguhnya kompleksitas kasus korupsi yang sam-
pai ke masyarakat tidak terlepas dari peran media massa. Dengan memasuki media
bebas yang didukung oleh berbagai peraturan, maka pers menjadi independen dan
tidak bisa dijadikan instrumen politik pemegang kekuasaan.

Namun, upaya mencapai pers bebas tidak bisa begitu saja diterima, yang su-
dah terlampau lama menyukai nuansa serasi, selaras, seimbang sebagai pedoman
dari pemerintah. Oleh sebab itu, meskipun dalam konteks legal formal, media be-
bas mengeksplorasi peristiwa secara transparan, tetapi justru memperoleh hambatan
¥ang muncul dari lembaga pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Mereka
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menilai pers bukan menyuarakan independensi dalam pemberitaan, melainkan jus-
tru kebablasan yang berpotensi memicu konflik.

INDEPENDENSI MEDIA VERSUS PERANGKAP KEKUASAAN

Dalam kajian yang mengunggulkan dampak media, pers memiliki posisi kuat
untuk menumbuhkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Sebagaimana radio,
televisi, surat kabar, media online dan media alternatif lainnya, yang berperan mem-
berikan informasi kepada khalayak. Tetapi di negara sedang berkembang, kebebasan
pers menghadapi hambatan akibat belenggu model pers pembangunan yang memo-
sisikan media sebagai instrumen politik pemerintah.

Menurut Biagi (2005: 350), “Media massa digunakan untuk menyebarkan dan
mempromosikan program sosial ekonomi pemerintah.” Jika pesan-pesan yang didi-
fusikan bersifat tanpa paksaan, dan mengalir berdasarkan etika jurnalistik, maka
tidak akan menuai masalah. Dalam konteks kekuasaan autokrasi, Oetama (2009:
77) mengingatkan, bahwa autokrasi yang kebablasan menjadi praktik represi serta
praktik korupsi kolusi dan nepotisme ternyata dan terbukti akhirnya menjadi kon-
traproduktif dan destruktif” Kendati demikian, secara faktual, keterlibatan pemerin-
tah sering kali lebih banyak diwarnai oleh naluri otoriter yang memosisikan media
massa sebagai entitas penyaluran pesan yang harus diawasi dan dikendalikan demi
menjaga citra pemerintah berkuasa.

Media dalam Kontrol Pemerintah dan Khalayak

Kontrol yang ketat terhadap media massa, merujuk kepada ideologi stabilitas
keamanan. Menurut Makmur Keliat (dalam Arnaz dkk., 2009: 19), “Penerapan kon-
sep keamanan nasional dapat menghasilkan dua rezim penyangkalan HAM yang
disebut dengan rezim Deregosi (derogation regime) dan rezim restriksi (restriction
regime)”” Rezim derogasi muncul karena keamanan nasional diasumsikan merupa-
kan hak istimewa negara (prerogative of state) yang membawa implikasi bahwa tu-
juan utama lahirnya konsep keamanan nasional adalah melindungi dan melestarikan
negara itu sendiri dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan negara.

Di pihak lain, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani merupakan hak asasi
yang melekat secara universal, sebagaimana pendapat Asshiddigie (2010: 74), terdapat
hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau non-derogable right,
yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nu-
rani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
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Berita negatif, terlebih lagi yang menyangkut perilaku dalam pemerintahan,
dikaitkan dengan ancaman yang dapat meruntuhkan negara. Sebagaimana dalam
pers pembangunan, media wajib memberitakan program pemerintah dari aspek
positif. Karena itu, pesan yang memberitakan seputar korupsi juga tidak lepas dari
kontrol lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengendalikan
media. Jadi, media tidak memiliki independensi dalam pemberitaan. Bahkan, media
juga dilarang melakukan kecaman yang sifatnya merusak wewenang penguasa, dan
selamanya harus tunduk kepada pemerintah dalam semua bentuk pemberitaan.

Pers pembangunan pada intinya bahwa media seyogianya menerima dan me-
faksanakan tugas pembangunan positif, sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetap-
¥an secara nasional. Selain itu, kebebasan media dibatasi sesuai dengan prioritas eko-
momi dan pembangunan masyarakat. Pola ini bisa jadi sejalan dengan pemikiran in-
segralistik, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo (dalam Feith dan Castles, 1988:
£7%) bahwa, “Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung
dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, politik pembangunan
@=gara Indonesia harus disesuaikan dengan sociale structuur masyarakat Indonesia
¥eng nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman.”

Dalam perangkap integralistik—pengendalian berita—tentu saja informasi ko-
7epsi yang didifusikan oleh media harus melalui proses pengawasan yang berlapis,
sehingga kasus korupsi yang muncul pun sesuai dengan kehendak pemegang kekua-
$2an. Dampaknya dengan dalih demi keamanan dan keberlanjutan pembangunan,
mzka tidak semua kasus korupsi, terlebih lagi yang menyangkut elite dalam kekuasa-
&% negara tidak dapat diberitakan secara transparan. Dengan kata lain, pemberitaan
kzsus korupsi, terlebih lagi yang menyangkut pemerintah, tidak akan memperoleh
| mang memadai dengan dalih demi menjaga stabilitas nasional.
| Lebih dari itu, sepanjang pemerintahan sebelum reformasi 1998, birokrasi pe-
merintahan memiliki ikatan primordial yang kuat terhadap orientasi politik tunggal
#alam kehidupan bernegara. Tidak perduli mereka adalah pemegang kekuasaan ek-
seutif, kekuasaan yudikatif sebagaimana aparat kejaksaan, maupun kekuasaan le-

@siatif, semua dalam satu sayap politik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

| gmng tunduk terhadap hegemoni kekuasaan politik pemerintah.
Alhasil, persoalan apa pun, termasuk penyimpangan dalam penggunaan uang
- ®egara di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan unsur kekuasaan
Pemerintah, tidak sampai menimbulkan konflik berkepanjangan yang bisa diendus
| wleh media massa. Semua masalah yang terjadi di lingkaran kekuasaan pemerintah-
. am, diselesaikan melalui kompromi yang mengerucut pada kesamaan tujuan, yaitu
melanggengkan kekuasaan beserta atribut posisional yang menempatkan birokrasi
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pemerintahan sebagai kelas dominan yang tidak bisa diusik oleh rakyat (Susanto,
2006).

Mencermati pers dalam kendali pemerintah, secara esensial khalayak terbiasa
berada di lingkaran pemberitaan media massa yang datar tanpa gejolak. Pemerintah
beserta subordinat kekuatan politiknya memperoleh perlindungan “manajemen
pemberitaan pemerintah”, sehingga merasa nyaman menghadapi terhadap pem-
beritaan media. Secara esensial, paradigma penyebaran informasi adalah otoritas
pemegang kekuasaan yang bersifat politis. Tentu saja jauh dari hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang realistis, akurat dan dari sumber yang memiliki kredi-
bilitas memadai. Padahal dilihat dari fungsinya, media massa selayaknya mampu
menggambarkan realitas faktual dalam sejumlah kasus korupsi yang merugikan rak-
yat dalam wujud pemberitaan korupsi yang transparan. ‘

Dominasi pemerintah dalam informasi, tampak dari penelitian Katz dan Wendel
(1978: 237), bahwa dalam proses pembaruan, kebijakan komunikasi merupakan sis-
tem penyampaian program yang menguntungkan penguasa. Akibatnya keterlibatan
berlebihan pemerintah, maka informasi dari media menjadi satu pola seragam yang
menyulitkan masyarakat mencari informasi alternatif yang mengandung kebenaran.

Sedemikian besar pengaruh kekuasaan pemerintah terhadap media di suatu ne-
gara, hakikatnya sebagai tindakan pemerintah untuk mengontrol rakyat agar tun-
duk dan mau menjalankan kehendak pemerintah. Kecenderungan menguasai rak-
yat diulas oleh Durkheim (dalam Giddens, 1986: 126 ) yang menyebutkan, “Negara
sering mempunyai gagasan baru, untuk mengarahkan masyarakat sejauh mungkin”
Pemikiran tersebut sesungguhnya dalam konteks keseimbangan peran yang sela-
ras antara rakyat dan negara dalam kehidupan bernegara. Adapun Chirot (1976: 5)
berpendapat, “Melalui kekuasan politiknya, negara mengendalikan semua kegiatan
masyarakat yang berhubungan dengan politik maupun tidak ada sangkut pautnya
politik, seperti penyebaran informasi.”

Pelembagaan kekuatan negara untuk mengontrol informasi, dipastikan ber-
dampak terhadap kualitas berita korupsi. Badan publik negara lebih suka menutup
diri terhadap kasus penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada korupsi. Padahal,
ketertutupan akan berimplikasi buruk dalam penyelenggaraan negara. Ditegaskan
dalam pedoman demokrasi, bahwa “Kekuasaan yang membendung fakta-fakta dari
suatu pemerintahan adalah kekuasaan yang akan menghancurkan pemerintahan
tersebut” (Laporan Komisi tentang Kebebasan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat
Amerika Serikat Tahun 1976 dalam Rodney, 2001).

Namun, hambatan transparansi informasi dalam pemberantasan korupsi me-
lalui media ternyata bukan dominasi kekuasaan negara saja. Sebab di pihak lain,
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masyarakat dengan sejumlah tradisinya masih mengunggulkan ketertutupan. Model
komunikasi paternalistik yang mengunggulkan pemilik kekuasaan pada posisi khu-
sus yang wajib diikuti kehendak dan dibela kepentingannya masih dipelihara dengan
baik. Pada akhirnya, dalam jerat keserasian semu, masyarakat berupaya menyembu-
=yikan sesuatu yang negatif dan mengeksplorasi nilai positif seorang tokoh. Dengan
pemikiran harmonisasi orientasi ke belakang dan lebih terpukau masa lampau, tetapi
furang tanggap terhadap masa depan menyebabkan perangkap paternalistik tidak
merasa perlu untuk memberantas korupsi secara terbuka.

Karena itu, bukan sesuatu yang aneh jika kasus korupsi atau dugaan korupsi
¥ang melibatkan elite ketika dipaparkan di media para pengikutnya tidak setuju.
Tindakan yang dilakukan bisa demonstrasi ke lembaga terkait maupun media massa.
¥alau ketidaksetujuannya dimanifestasikan dalam bentuk sesuai peraturan, maka
@dak menjadi masalah. Namun, yang menimbulkan problem adalah jika mereka
melakukan tindakan anarkis terhadap para pekerja media dan institusi media massa.

Terlepas dari perbedaan kepentingan antara media massa dan pemerintah, dan
media massa dengan masyarakat tidak bisa diabaikan, sejumlah kasus ataupun duga-
#m kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik membawa korban jiwa. Tewasnya
sernalis yang terkait dengan pengungkapan kasus korupsi di media bukan hal baru
#=rizdi di Indonesia. Mengutip catatan prima-online, lima orang wartawan tercatat
meninggal dunia atau hilang yang diduga akibat kriminalisasi pers di Indonesia sejak
%alhen 1989 hingga 2009.

Satu dari lima kasus tersebut terjadi sebelum UU No. 40 Tahun 1999 tentang

. ¥ers disahkan, dan empat lagi justru setelah UU Pers disahkan kata Pengurus Divisi
- Adwokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Eko Maryadi dalam Pelatihan Hukum
\ Bers Untuk Jurnalis di Padang, Senin (25/1). Korban-korban kriminalisasi pers terse-
| Bt antara lain terkait berita korupsi yang ditulisnya tentang kasus korupsi di Bantul,
) Wngyakarta (http: /Iwww.primaironline.com/berita/sipil/5-wartawan-indonesia-tewas
1 “#ibat-kriminalisasi-pers, diakses 18 April 2011, pukul 16.10 WIB).

Pemberitaan yang senada, juga terdapat di http: //www.nasional.vivanews.com/
.m.m“ﬂ}‘"l‘l%923-saksi_sang_wartawan_dibunuh_karena_berita, diakses tanggal 18 April
. LT pukul 15.40 WIB) dan http: //regional.kompas.com/read/2010/12/18/04464097/
;‘ ag Wartawan. Dibunuh, diakses tanggal 18 April 2011 jam 16.00 WIB). Kekerasan
. #mmz muncul dalam kebebasan, dikemukakan oleh Supelli (2010: 6), “Tentu mem-
‘ ‘Wlknya kekerasan itu adalah paradok yang ironi, Bagaimana tidak, saat kebebasan
11Wmmixan sedemikian rupa, kekerasan turut serta menyusup ke tengah-tengah-
|Mm Sahkan kebebasan itu sendiri dipakai untuk membenarkan aksi-kasi brutal”
!ﬁmﬁm?ulannya, dalam kebebasan informasi, wartawan dan media menghadapi an-



BAGIAN 2: MEDIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

caman serius dalam pemberitaan yang menyangkut masalah korupsi, kolusi, dan
nepotisme, yang secara terlembaga terus dipertahankan keberadaannya.

Tidak bisa disangkal, media yang bebas dalam memberitakan kasus korupsi da-
pat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, belum tentu
kelompok masyarakat lain sependapat dengan pemberitaan media. Karena itu, peng-
ungkapan kasus korupsi di media bukan mustahil memicu konflik dalam masyara-
kat. Tentu saja ini mengkhawatirkan, jika kebebasan pers justru menimbulkan per-
tentangan akibat ketidaksamaan persepsi pemberitaan media. Sejalan dengan itu,
Eisy (2007: 46) mengingatkan, bahwa posisi media dalam perkembangan lokal, na-
sional, dan internasional harus tabah untuk bersikap konsisten dalam peliputannya,
yaitu impartial, fair, balance dan tetap menjadi pelindung masyarakat yang terping-
girkan oleh sistem yang menekan dunia saat ini.

Dengan demikian, dalam kasus-kasus korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan we-
wenang yang diberitakan media, sepanjang pemegang kekuasaan dan masyarakat
yang mengunggulkan komunalisme, nilai sektarian dan etnosentrisme, merasa se-
bagai entitas yang paling berhak menetapkan kebenaran, maka pemberitaan korupsi
di media massa tetap saja masuk dalam wilayah multitafsir yang subjektif.

Transparansi Pemberitaan Versus Ketertutupan

Memasuki reformasi politik, muncul era kebebasan pers yang didukung oleh
Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal
6 disebutkan, pers nasional melaksanakan peranan: (a) memenuhi hak masyarakat
untuk mengetahui; (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwu-
judnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
(c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan
benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan umum; (¢) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Hak atas informasi adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia. Bill ko-
vach dan Tom Rosenthiel menyebutkan sebagai naluri kesadaran manusia untuk
mengetahui hal-hal di luar dirinya. Hak ini diakui dalam Pasal 19 Deklarasi umum
HAM yang disahkan tahun 1948. Untuk itu hak atas informasi harus terus dijaga
dan diperjuangkan termasuk jika menghadapi manipulasi yang dilakukan oleh para
pebisnis maupun pejabat pemerintah dan politisi (Haryanto, 2010: 7). Intinya, infor-
masi merupakan faktor penting dalam mendukung demokratisasi kehidupan ber-
bangsa, karena itu harus dalam wujud yang transparan.

Namun persolannya, keterbukaan informasi bukan hal yang mudah dilakukan
oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Lembaga pemerintah su-
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dah terlampau lama memperoleh hak istimewa untuk menutup diri dalam masa-
=h kinerja yang menyangkut pengelolaan keuangan dalam bingkai rahasia negara.
Memberikan hak menutup diri merupakan model politisasi birokrasi yang diorien-
#sikan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah beserta sayap-sayap politiknya.

Perilaku menutup diri organ-organ kekuasaan negara tentu saja tidak sejalan
dengan semangat demokratisasi komunikasi, yang bertujuan untuk menciptakan
masyarakat informasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP). Kendati demiki-
#m, ternyata badan publik tetap saja tidak mudah untuk membuka informasi kepada
masyarakat. Ketidaksepahaman antara lembaga pemerintah dan komisi informasi,
@alam hal pembukaan data keuangan menunjukkan bahwa ada penafsiran berbeda
terhadap kewajiban untuk membuka informasi kepada publik dalam upaya menuju
masyarakat informasi.

Lembaga pemerintah sebagai badan publik negara merasa memiliki hak untuk
menutup informasi, dengan aneka dalih yang merujuk kepada ketentuan rahasia
#=gara maupun hak asasi pribadi seseorang. Adapun masyarakat pada umumnya,
. Berpedoman kepada aspek legal maupun niat politik yang sesungguhnya telah di-
- @manatkan oleh UU KIP. Tampaknya keterbukaan informasi diasumsikan meng-

#=nggu kinerja pemerintah, sehingga badan publik cenderung menutup informasi.
Sesungguhnya, transparansi informasi termasuk di dalamnya membuka data
- Mewangan atau anggaran pemerintah tidak dilarang untuk dipublikasikan, Tetapi,
Metika dikaitkan dengan berbagai ketentuan internal seputar “informasi bersifat ra-
%asia” di lembaga-lembaga pemerintah, maka amanat untuk melakukan keterbukaan
 mformasi ternyata mengalami hambatan, yang bermuara kepada “arogansi badan
- publik” sebagai lembaga unggul yang berlindung di balik belantara peraturan pen-
. fukung kerahasiaan.
| Masalah kebebasan informasi yang dibingkai dalam “rahasia negara” akan ber-
#engaruh terhadap kualitas relasi antara pers dan pemerintah, menyangkut pem-
| Beritaan korupsi. Hubungan yang memang diwarnai oleh perbedaan kepentingan itu
‘ #exing kali kurang serasi. Padahal, seharusnya ada kerja sama antara badan publik
- ®egara dan pers demi untuk memasok kebutuhan berita penyimpangan bermuatan
| Swrupsi kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, memosisikan media sebagai peng-
| gmegu pemerintah yang selalu curiga terhadap munculnya korupsi dalam pelaksa-
| mzan tugas,
Bisa dimaklumi, jika pemerintah bersemangat untuk mengendalikan informasi.
I Sebab, McQuail (2005: 145) mengingatkan “Menguasai media dan informasi meru-
pakan upaya untuk menciptakan stabilitas kekuasaan” Jika berita korupsi berge-
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rak liar di media, maka dikhawatirkan akan mengganggu kredibilitas pemerintah.
Karena itu, dengan otoritasnya pemerintah tetap berupaya untuk mengendalikan
media massa, tanpa menghiraukan apakah yang dilakukan berpotensi membelenggu
kebebasan pers atau tidak sinkron dengan kebebasan informasi, sebab yang lebih
penting adalah jalannya roda pemerintahan tanpa gangguan media.

Memang dalam posisinya yang tertekan oleh tuntutan demokrasi komunikasi,
maka sudah lazim jika sejumlah kelompok yang mengunggulkan harmonisasi “semu”
secara berkesinambungan mengeksplorasi tentang pers yang kebablasan. Bisa saja
memang ada sejumlah media yang terlampau bebas, dan tidak menghiraukan kode
etik jurnalistik. Tetapi, transparansi informasi setidak-tidaknya membawa berbagai
perubahan yang signifikan dalam kehidupan bernegara yang demokratis, khususnya
dalam pemberitaan media yang menyangkut masalah korupsi.

IDEALISME PEMBERITAAN ATAUKAH BISNIS MEDIA

Kebebasan informasi merupakan tuntutan reformasi politik di Indonesia. Pa-
sal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan ling-
kungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia” Berpijak kepada ketentuan tersebut, masyarakat memiliki hak untuk
memperoleh informasi melalui berbagai saluran yang dipercaya.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari
adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan
norma-norma agama. Adapun untuk melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan pe-
ranannya pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profe-
sional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat (Sukardi, 2008: 109).

Oleh sebab itu, media massa sebagai sumber informasi masyarakat harus men-
jalankan fungsi pemberitaan yang menjamin kebebasan berkomunikasi. Dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Un-
dang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, media dapat melaksanakan
fungsi ideal dalam pemberitaan. Pada satu sisi, memiliki ideologi untuk mengeks-
plorasi berita yang berkualitas, dan pada sisi lain dapat mencari laba untuk kepen-
tingan perusahaan media.

Sejalan dengan itu, Biagi (2005: 11) mengungkapkan, terdapat tiga hal penting
untuk memahami konsepsi media massa, yaitu: (1) orientasi utama media massa
adalah keuntungan bisnis; (2) pengembangan teknologi merupakan bagian integral
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r
!
| &ari perubahan yang dilakukan media demi memudahkan untuk menjangkau atau
| @akses oleh konsumen; dan (3) media massa merupakan cermin dari politik, ma-
}  Smarakat, dan kebudayaan dalam suatu negara.

! Adapun Dreier (1983: 439) menyatakan bahwa, “Media memainkan dua peran
i Penting di masyarakat. Pertama orientasi keuntungan yang dikehendaki oleh per-
| msahaan, pemilik media, direktur, supplier, dan pengelola iklan demi perkembangan
B Perusahaan, Kedug adalah ideologi institusi seperti yang tampak dalam agenda pem-
;‘;h eritaan politik, ekonomi, dan sosial” Berpijak kepada dua pendapat tersebut, se-
‘13 #22 sederhana dapat dikatakan bahwa orientasi bisnis memang melekat dalam men-

‘ Jslankan fungsi media massa, tetapi berpihak kepada kepentingan khalayak dalam
M memberikan informasi.
‘ﬁ: Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran harus membangun
” ‘Wasyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera serta menumbuhkan in-

1 ‘ ! penyiaran Indonesia. Jelas bahwa menumbuhkan industri media terkait pula

ifiwseri
“"%mﬂga.n unsur bisnis dalam media penyiaran. Unsur bisnis juga tampak dalam Pasal
um YU No. 32/2002 yang menyatakan, (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi

\i;

(W&ss2 mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang se-
!ﬂwm kontrol, dan perekat sosial. (2) Dalam menjalankan fungsi tersebut, penyiaran
mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Dengan fakta itu, Sudibyo (2010:
S} menyebutkan, “UU Penyiaran sesungguhnya ingin menyeimbangkan keduduk-
i media penyiaran sebagai institusi sosial dan institusi bisnis” Dengan demikian,
=% ganda media massa dalam aspek ideologi pemberitaan dan kepentingan bisnis
! kelangsungan hidup institusi media adalah hal yang biasa. Namun menjadi
“@ian di sini, jika kedua fungsi tersebut dijalankan tidak berimbang dan diorien-
= untuk kepentingan sekelompok orang,

Media yang mengunggulkan idealisme pemberitaan atau disinyalir lebih berpi-
Uk ¥epada para sponsor, yang berupaya menarik keuntungan masih terus bergulir.
% terekam dalam catatan, perdebatan di media massa di kalangan akademisi, se-
Wmean dengan Iklan di Harian KOMPAS (26/02/2005) yang disponsori oleh lem-
s mon-pemerintah, bertajuk “Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi
* Banyak kalangan terperanjat ketika orang yang memiliki kredibilitas tinggi
8 Kiprahnya, dinilai justru memberi dukungan terhadap kebijakan permerintah
& fenuai protes masyarakat. Celakanya, pemrakarsa iklan, justru menyatakan
W& mereka yang tidak setuju soal subsidi itu ramai-ramai mengumpulkan modal,
Wlas s2ja membuat iklan sejenis yang berbeda pandangan soal subsid;”

‘p‘ Sdan politik sebagai pengabsahan dukungan para teladan, mengingatkan pada 25
W kapitalisme dari sosiolog Peter L. Berger berkaitan dengan Pyramids of Sacrifice

|
I8
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yang menyatakan, “Kebijaksanaan-kebijaksanaan politik mengenai perubahan sosial
biasanya diambil oleh klik-klik politisi dan cendekiawan yang menyatakan memiliki
keunggulan wawasan” (Berger, 1982: 14). Tentu saja dalam perjalanan waktu, para
pendukung kebijakan itu bisa jadi sudah tidak sejalan lagi. Kendati demikian, dapat
dikatakan bahwa ajakan untuk memasang iklan tandingan dari masyarakat seperti-
nya menampilkan sisi sportivitas, tetapi jelas mengandung makna betapa posisi me-
dia massa lebih terperangkap dalam ikatan bisnis dan kepentingan politik.

KORUPSI DALAM KEKUASAAN PATERNALISTIK

Korupsi sudah membudaya, sepertinya dianggap wajar dalam kehidupan sehari-
hari di Indonesia. Korupsi sudah berurat di tengah masyarakat dan birokrasi, sudah
membudaya dari atas hingga lapisan bawah (KOMPAS, 24 April 2011). Secara his-
toris korupsi telah muncul sejalan dengan peradaban manusia dan seolah sebagai
suatu kelaziman, kelompok elite yang memiliki keistimewaan dalam kehidupan so-
sial ekonomi dan politik dapat dengan mudah untuk menetapkan kewajiban pembe-
rian upeti dan sejenisnya kepada masyarakat yang dikuasainya. Perilaku elite yang
menimbulkan ketidakseimbangan dalam mencari penghidupan dan kehidupan yang
bebas mengakibatkan kemiskinan tidak dapat ditanggulangi dengan baik.

Pembahasan tentang korupsi selalu akan mengait kepada kolusi dan nepotisme,
sebagai biang keterpurukan demokrasi bernegara. Korupsi merupakan tindakan
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau suatu korpo-
rasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau setiap
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada-
nya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara (UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi).

Terkait dengan korupsi, menurut UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng-
garaan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kolusi adalah per-
mufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara atau
antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat,
dan/atau negara. Adapun nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara
secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau
kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Upaya untuk mencegah terjadinya korupsi, dilakukan dengan berbagai tindakan
yang tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku. Di samping itu, pemberantasan
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»@
ﬂ}wmk korupsi diusahakan tidak terjebak dalam pembenaran terhadap korupsi

- Wkecil apa pun dengan dalih harmonisasi kehidupan masyarakat dan pola pikir in-
| lmmmmk yang menafikan pelanggaran, dengan mengaitkan pada nilai budaya serta
- Wiz pikir paternalistik lain yang menafikan penyelewengan yang dilakukan oleh
‘:g‘ yang memiliki kekuasaan. Upaya untuk memberikan penyadaran terhadap
 Wsalzh korupsi harus melibatkan media massa yang menjalankan fugsi pembe-

& berdasarkan UU No. 40/1999, UU No. 32/2002 dan peraturan lainnya.

Pemyebaran informasi antikorupsi melalui media massa yang dilakukan secara
nambungan merupakan wujud kesungguhan untuk memerangi korupsi.
=asi media massa yang bersifat mendidik kepada khalayak tidak sekadar me-
%2n kerugian negara, tetapi sampai pada tindak lanjut penyelesaiannya. Sebab,
£ sering terjadi adalah keterlibatan media dalam pemberantasan korupsi, hanya
T parka data penyelewengan tetapi tidak sampai menyentuh pada penyelesaian
|‘ " funtas yang dapat diketahui oleh masyarakat,

b Padahal, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak ha-

» ‘merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap
1| Wtk sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi
‘ & digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan se-
‘ w Mm' biasa (UU RI No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang
Serantasan Korupsi). Oleh sebab itu, media massa juga selayaknya konsisten

Wsmberitakan secara transparan dalam penyelesaian korupsi.

Eksistensi Media dalam Pemberantasan Korupsi

* Sebab, pemberitaan media diharapkan mendorong peran serta masyarakat se-
B alerif dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwu-
" @m dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau in-
 tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat

bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

’ Beritaan media yang dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya.

!‘“ Fetapi, persoalannya dalam jerat paternalistik—misalnya informasi kekayaan
Wer di media massa—yang diharapkan mampu mendorong sikap kritis terhadap
s sepertinya tidak menimbulkan kesadaran masyarakat untuk peka terhadap
atasan korupsi. Bisa jadi pemaparan kekayaan pejabat justru memicu ko-
d 9aru yang terus tumbuh. Sekelompok orang secara sadar atau tidak sadar ber-
W mntuk memiliki materi yang melimpah dengan mencari kedudukan,

%Mhal, sesuai dengan ketentuan dan berpijak kepada faktor empirik, pembe-

Wisan korupsi tidak mungkin dilakukan oleh institusi dalam lingkungan kekua-

i megara tanpa dukungan media dan masyarakat. Oleh karena itu, walaupun telah
1

I
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didukung oleh berbagai peraturan, tetapi untuk memberantas praktik yang meng-
gangu perekonomian rakyat perlu kerja sama antara media massa dan masyarakat si-
pil, yang memiliki perhatian besar terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih.

Pemberantasan dan pencegahan korupsi merupakan pekerjaan berat yang ha-
rus dilakukan oleh seluruh masyarakat.Tanpa kerja keras dan berkelanjutan maka:
korupsi akan terus berlangsung eksistensinya. Menangani kasus korupsi memerlu-
kan waktu yang sangat panjang, jika hanya mengandalkan kinerja lembaga-lembaga
pemerintah. Idealnya, pemberantasan korupsi harus melibatkan partisipasi aktif dari
seluruh lapisan masyarakat (Susanto, 14 April 2007). |

Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga tidak selalu terkait dengan per-
soalan kecilnya standar gaji dari penyelenggara negara, tetapi yang paling utama
adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang ber-
sih. Sepanjang kedudukan para penyelenggara negara dianggap sebagai posisi ung-
gulan yang tidak tersentuh oleh kritik masyarakat, maka korupsi tidak akan hilang di
Indonesia. Karena itu, pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap
informasi korupsi yang dijalankan oleh media massa, diharapkan mampu mendu-
kung partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

HARAPAN TERHADAP KREDIBILITAS PERAN MEDIA

Dalam dinamika reformasi politik, media massa gencar memberitakan kasus
korupsi. Tetapi, partisipasi masyarakat tampaknya tidak maksimal dalam mendu-
kung pemberantasan korupsi. Sebab, dalam belenggu tradisi “melindungi” tokoh,
maka keterlibatan masyarakat menjadi tidak bebas nilai atau subjektif. Artinya, nilai
kelompok perilaku etnosentrisme jauh lebih kuat dibandingkan dengan kesalahan
melakukan korupsi yang merugikan rakyat.

Di sisi lain, mengingat media massa juga cenderung tidak mengikuti penyele-
saian masalah korupsi sampai tuntas, maka masyarakat tidak konstan menjaga se-
mangat pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, media harus mendorong munculnya
keberanian mengungkap kasus korupsi. Sebab, meski Indonesia sudah masuk dalam
kebebasan komunikasi, tetapi masyarakat masih saja takut untuk mengungkap kasus
korupsi yang melibatkan pejabat publik, tokoh politik, ataupun mereka yang memi-
liki keistimewaan dalam masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Karena itu, tidak heran jika ada kasus korupsi yang tidak diekspos ke publik
bahkan penyelasaian kasus korupsi, seolah-olah sebatas perundingan antarpihak

terkait yang hanya merujuk kepada penyelesaian administratif dan janji. Padahal di
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| s lain, masyarakat berharap ada tindak lanjut yang konkret yang bisa diperoleh
melzlui pemberitaan media massa. ,

Media massa berperan dalam meletakkan landasan demokratisasi kehidupan
| Bermegara, dengan mempercepat proses peralihan dari pemerintahan yang otoriter,
. menuju kepada catatan bernegara demokratis (Susanto, 2009: 8). Dengan kata lain,
. m=dia mampu menyebarkan pesan bernilai positif untuk mendukung kehidupan
| Pernegara, secara serentak dengan kecepatan tinggi. Karena itu, sangat beralasan jika
| seiumlah peneliti komunikasi massa menyebutkan bahwa media merupakan agen
Ferubahan sosial ekonomi dan politik yang berlaku di masyarakat.

Dalam kaitannya, pers sebagai entitas yang memiliki kekuatan untuk melakukan
pembaruan, McQuail(2005: 97) menegaskan, “Media paling baik digunakan secara
‘=mencana untuk menimbulkan perubahan melalui program pembangunan berskala
Sesar” Adapun Blake dan Haroldsen (2009: 79) menegaskan, “Dalam masyarakat
modern, media massa merupakan lembaga sosialisasi baik formal maupun informal
Fang penting dalam bermasyarakat.”

Pers yang bebas dapat mendorong tumbuhnya demokrasi universal yang me-
=iliki makna sama. Namun, penafsiran integralistik dengan bingkai harmonisasi,
maka kebebasan pers bisa saja justru membatasi independensi media. Dalam pan-
Zangan Urofsky (2001: 2), “Peran media yang bebas dan hak masyarakat untuk tahu
merupakan faktor yang mendukung jalannya pemerintahan secara demokratis”
Mamun, mencapai pers bebas jelas berliku di lingkungan masyarakat yang meng-
#mggulkan jargon harmoni sepihak.

Menguatnya demokratisasi pemberitaan juga ditandai dengan ketentuan bahwa
sublikasi yang bebas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga, penerbitan
Zan pendistribusian terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan
“n atau lisensi dan tidak ada batasan hukum yang diberlakukan dalam pengum-
padan informasi untuk kepentingan publikasi. Faktor penting lain yang menandai
pets bebas adalah independensi dalam pemberitaan. Dalam perkembangannya de-
#gan dukungan teknologi komunikasi, maka media massa juga semakin leluasa un-
t=k menjalankan transparansi informasi dari berbagai sumber yang tidak terbatas.
¥endati begitu, tetap harus berpijak kepada ketentuan yang diatur dalam UU RI No.
“1 Tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Media harus independen dan tidak memihak, seperti dikemukakan oleh Mc-
Quail (2005: 58), “Media beroperasi di ruang publik sesuai kepentingan pengguna,
kegiatan utamanya adalah memproduksi, mendistribusikan konten simbolik, dan
partisipasi bersifat profesional, terarah serta bebas nilai kepentingan.” Kendati de-
mikian, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana media mampu bersikap in-
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dependen ketika dikaitkan dengan ideologi pemberitaan ideal lepas dari unsur ke-
pentingan bisnis. ,

Dikaitkan dengan aspek legalitas yang sejalan dengan arah reformasi kenegaraan,
maka kebebasan pers di Indonesia telah didukung oleh UU No. 40/1999 dan UU
No. 32/2004 yang menjamin kebebasan media dengan segala konsekuensinya. Ada-
pun dalam koridor transparansi informasi yang juga mendukung kinerja media -
agar mampu memberitakan dengan transparan, maka Undang-Undang No. 14 Ta-
hun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan sebagai pedoman
dalam menjalankan kebebasan pers (Susanto, 2010: 130). Dukungan lainnya adalah
bagaimana tugas pemberantasan korupsi harus berasaskan kepada kepastian hu-
kum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas (UU No.
30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dengan dukungan peraturan yang memadai, maka pemerintah dan elite politik
harus menempatkan media massa sebagai institusi bebas yang tidak bisa dipakai
sebagai alat politik kekuasaan. Oleh sebab itu, jika muncul ide untuk menempatkan
Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga
Kantor Berita Nusantara-Antara (LKBN-Antara) sebagai media yang menyebarkan
keberhasilan pemerintah, tentu tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers dan
Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, Kode Etik Asosiasi Jurnalis Independen,
maupun landasan profesionalisme wartawan lainnya.

Namun, kalaupun media telah menuju ke arah profesionalisme dan indepen-
densi dalam pemberitaan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata tidak
selalu memperoleh respons masyarakat. Misalnya, bagaimana peran media dalam
pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan menayangkan wajah koruptor di
televisi, pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 sepertinya tidak
membuahkan hasil hingga program itu berakhir dengan sendirinya.

Bisa saja dalam koridor kebebasan pers, khalayak tidak terlalu menghiraukan
pesan yang dikeluarkan bertubi-tubi oleh media yang membantu program pembe-
rantasan korupsi. Atau dalam paradigma efek media Raymond Bauer, bahwa khala-

| yak adalah robot yang pasif berkepala batu (obstinate audience) yang akan mengikuti
pesan bila pesan itu menguntungkan mereka, Jadi, ketika pemberantasan korupsi
| dinilai tidak berimplikasi langsung ke masyarakat, mereka pun akan pasif menyikapi
kasus korupsi yang diberitakan media massa.

Selain itu, sumber informasi yang dipercaya oleh khalayak tersebar pada me-
dia massa konvensional, kelompok terdidik bersuara vokal, media alternatif yang
didukung kekuatan teknologi komunikasi, pemuka pendapat yang tidak lagi ber-
orientasi pada pusat kekuasaan, dan berbagai elemen lain yang mengisi kebutuhan
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| . miormasi, Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan bukan hanya
- mefalui media massa. Terlebih lagi, secara faktual ada media yang cenderung tidak
- ®dependen dan selalu memihak para pemangku kepentingan yang berjarak dengan
| malcyat.
|

,u

Kebebasan informasi adalah salah satu faktor yang mendukung suksesnya
pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh media massa. Menurut Peraturan Pe-
- merintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000, yang mengatur seputar peran
1mm masyarakat dalam pemberantasan korupsi, ditegaskan bahwa setiap orang, or-
(ﬂmmsi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memper-
(Wit dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi,
2 menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak aparat terkait. Pada kon-
ks kebebasan, informasi korupsi juga bisa disampaikan kepada media massa.

Sebab transparansi menghasilkan pesan yang berguna untuk pencegahan, peng-
atan, ataupun pemberantasan korupsi. Kebebasan informasi setidak-tidaknya
ampu: (1) mengurangi terjadinya korupsi secara substansial di berbagai badan
MOk (2) mengawasi kecenderungan para pejabat publik yang melakukan tindak
Wtanz korupsi; dan (3) meminimalisasi pola korupsi yang dilakukan secara sistema-
; ‘melalui pelembagaan sikap dan perilaku ke dalam budaya organisasi yang korup.

P

~ Dalam paradigma pers bebas, khalayak benar-benar memiliki otoritas dalam
Mmementukan media massa yang memiliki kredibilitas dalam pemberantasan korupsi
i sumber informasi. Sebab, tidak bisa dinafikan bahwa media dengan atribut
miogi pemberitaan, orientasi bisnis dan kepentingan komunalisme yang melekat,
Bskan mustahil akan mengabaikan kasus atau dugaan kasus korupsi yang terkait
n eksistensi lembaga media. Karena itu, sudah selayaknya jika media unggul
W berpijak kepada peraturan dan kode etik jurnalistik akan dipakai sebagai refe-
pmsi informasi masyarakat.

~ Namun masalahnya, gerak laju media massa kita meskipun sudah dilindungi
5 berbagai ketentuan kemandirian, ternyata masih saja menjadi sasaran kekuasaan
peg maupun masyarakat yang tidak sepaham dalam pemberitaan kasus korupsi
£ transparan. Bukan sebatas itu saja, yang lebih memprihatinkan lagi, kalaupun
e furnalis telah melangkah untuk konsisten terhadap demokratisasi pemberitaan
Mpun penyiaran kasus korupsi, para pemegang otoritas institusi media masih ter-
memmzkap oleh jerat primordialisme yang memiliki ketergantungan besar terhadap
merintah berkuasa ataupun patron politik yang menjadi rujukan.
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Karena itu, untuk mendorong peran media yang berani mengungkap kasus
korup31 sampai keakar-akarnya, tanpa gamang menghadapi pelaku termasuk yang
memiliki otoritas dalam negara, maka semua entitas dalam masyarakat, selayaknya
memberikan dukungan kepada pers yang bebas dan independen. Bukan malah seba-
liknya, ketika berita korupsi merugikan aspek komunalisme, maka yang akan dilaku-
kan adalah mencederai kebebasan media, dengan mengkriminalkan pers maupun
tindakan destruktif yang menghambat demokratisasi informasi.
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